Standar Cperasional Drosedur
Peiabat Pengelolaan Informasl dan Dokumentasi
BALAI GESARL PELATHHAN PETEFENAFAMN FUPAMNG

PENDAHULLUAN

A. LATAR BELAKANG

Infermasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bag' ketahanan nasional. Hak
memperoleh inflormasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah salu ciri penting negara demokralis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bawk.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lasinnya dan segala sesuatu
yang berakibat pada kepentingan publit sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi
dan InlormatTka Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
{FPIC) menyediakan akses informasi publik bagi pemohan infarmasi. Terkait dengan
tugas tersebut, PPID menetapkan stardar layanan informasi di  lingkungan
Kementerian Pertanian dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan
menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, Fasilitas
pendukung seperti tayanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi,

instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menatapkan waktu layanan informasi.

B. Dasar Hukum

1, Undang-Undarg Normor 14 Tahun 2008 tentang Kelechukazan Informasi Publik;

2.  Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

LiIndang Nomaor 14 Tahun 2008 lentang Kelerbukaan Informasi Publik;

3. Peraluran Menleri Peranian 32/PermentansCT.140/5/2011 lenlang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Partanian;

4. Peraluran Menleri Perlanian Nomor 41 /Permenland/OT 140/6/2012 lenlang Uji

Konsekuensi informasi Publik di Lingkungan Mementerian Pertanian;

5 HKepulusan Menleri Peranian Nomor 2678 1/KplafOT.ASKS2011  lenlang
Penunjukkan Pejabal Fengelela Informasi dan Dokumentasi (PPID) tama dan

PPID Felaksana Unil Eselon | Lingkup Kemenlenan Pertanian

&,  Keputusan Menteri Paranian Nomor 105/Kote/HK.060/1/2013 lenlang Informasi

Fublik yang di kecuaitkan di lingkungan Kementerian Peranian.




V.

7. Peraturan Komisi Informasi Pusal Momor 1 Tahun 2010 tenyang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Feraturan Komisi Inlormasi Poysal Nomor 2 Tahun 2010 terdang Frosedur

Penyelesaian Sengketa Infarmasi Publik,

Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Momor
SIKpis/OT.1400M1/14  tentang Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokurnentasi
Pelaksana Sena Pejabal Pengelola Inlormasi dan Dokumentas) Pembanlu Pelzksana

Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

MAKSUD DAN TUUAN

Maksud :

Tujuan :

Pedoman ini sebagar acuan mengenai reang lingkup, tanggung jawab
dan wewenang pejabat Pengelola Informasi dan Dokementasi (PPID}
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam menyediakan
informasi  tertentu  melalui mekanisme pelaksanaan  kegiatan
pelayanan informasi publik:

Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara elektif dan
hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat
dipenuhi.

Memberikan stantar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan
pelayznan informasi publik.

Meningkatkan  Pelayanan informasi  publik  difinghungan
COhrganisasif lembaga publik untuk menghasilkan

HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat pelayanan informasi publik adalah pemberian pelayanan kepada pemchaon
informasi publik secara cepal, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan cara
sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan
publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

ASAS PELAYANARN INFORMASI PUBLIK

d.

b.

Transparansi
Bersilat terbuka, rnudah dan dapat diakses cleh sernua pihak yang membutuhkan
dan disediakan secara memadai serta mudah dimengenii.

Akuntabilitas

Dapal dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-

perundangan.

Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.




d. Partizipatif
mMendorong peran serta masyarakal dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarzkat.

e Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan , gender, dan
status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak.

V. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pelayanan infarmasi publik yang dilasanakan ofeh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Balai Besar Pelatiran Petemakan Kupang masuk dalam kelompok
pelayanan jasa yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan
kamunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
VI. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan
fungsinya harus memiliki standart pelayaran yang berkaitan depgan prasedur dan
waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib untuk di
taati cleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.
Adapun Standar Pelayanan informasi Publik, 5bb:
1. Operasional Pelayanan Informasl Publik
Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik perlu didukung oleh Front office
dan Bark office yang baik, di Balal Besar Pelatihan Peternakan Kupang sudah
memiliki Desk pelayanan beserta front dan back office.
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2. Beck Informasi Publik
Lntuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemahon/pengguna
informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui media
anatara lain menggunakan telepon/lax, email dan website.

Operasional Pelayanan Informasi Publik
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3. Waktu Pelayanan Informasl Publlk
Dalam memberikan layanan inlormasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu
pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Pertanian pemyelenggaraan
Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pads hari kevja Senin sampai dengan Jumat

Senin - Kamis :05.00-14.30
Istirahac :11.30=13.00
Jurmat :09.00- 15.00

Istirahet 111,30 = 14.00

4. Mekanisme Permohonan indormasl Publik

Pemohon informasi datang ke PPID, mengisi formulir permintaan informasi
dengan melampirkan foto copy kipfakia pendirian pemohon dan pengguna
infarmasi.

Patugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan infarmasi publik
kepada pemohion infarmasl publik.

Petugas memproses permintaan pemohon informast publik sesuai dengan
formulir permintaan informasl publik yang telah di tandatangani oleh pemchon
informasi publik

Petugas menyerahkan informasi sesual dengan yang diminta oleh
pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori
di kecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketenluan peraturan
Perundang- undangan yang berlahu.

Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna
infarmasi publik.

Membukukan dan mencatat,

5. Jangka Waktu Penyelesalan
a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemchon informasi publik

ditakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambal 10 {sepuluh) han kerja sejak
diterimarya permintaan, Pejabat Pengelaola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta
berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang
waktu paling [ambat 7 (tujuh) hari kerja;
Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon
infermasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa paos;
Jika Parmohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, lormat informasi, apakah dalam
bentuk soft copy atau daty leriulis, serta biaya apabila dibutuhkan oriuk
keperlvan pengadaan atau perekaman. Bila permintaan informasi di tolak maka,
surat pemberitahuan dicantumkan alasan penaolakan berdasarkan UU KIP.




B.

Biaya  Taril

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenlasi menyediakan informasi public secara praris
(tidak  dipungut biaya), sedangkan  untuk  penggandaan  ataw  perekaman,
pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penpgandaan/Totacopy sendiri
disekftar gedung Kementerian Komunikesi dan Informatika atau menyediakan CD/DYD
kosong alau Aashdisk untuk perekaman dara dan informasinya

Kompetensl Pelahsana Layanan Informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi
publitx kepada pemchonfpengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional
Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Homputer. Untuk petugas pada desk
layanan informasi publik memiliki kompelensi seperti pengetahuan mengenai peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keterhukaan informasi publik dan pelayanan
publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam
melaksanakan Lugas pelayanan informasi.

Laparan Operasional Layanan Informasi Publik.

Pengelalaan hasil lransaksi penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui pembuatan
laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informas)
publik setiap hari membuat lapgran hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik
disampaikan kepada Bidang Pelayanan inlormasi. Bidang Pelayanan Informasi membuar
laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenlasi (PPIDY). Selanjutnya PPID setiap bulan
melaporkan kepada Tirn Pertimbangan Pelayanan Inlormasi. Laporan lersebur memuat
informasi mengenai permintaan informasi public vang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari
perminlaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi public disertai dengan
alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohaon
informasi sesuai demgan kelentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan,

Keberatan Atas Pemberitahuan Informasi Publik.

Setiap Pernchon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat Pengelolza Infgrmasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan
berikut:

#. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alssan  pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

tidak disediakannya inflormasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;

pengenaan biaya yang lidak wajar; danfatau

penyamparan informasi yang melebihi waklu yang diatur dalam Undang-Undang
mnil.

m = mon o




10. Kedudukan PPID
Kedudukan dan penunjukkan PPID Batai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

d.

PPID Pelaksana

+«  PPID Pelaksanan berkedudukan di Bagian Umum.

« Ketua PP pelaksana di tetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang
=  Ketua PPID Pelaksana adalah Kepala Bagian Ummum BBPP Kupang

Kedudukan dan penunjukkan PPID pembantu

# PPID Pembantu berkedudukan di Subbag Kepagawaian

= PP|D Permbantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang.

* PFID Pembantu adalah Kepala Subbagian Kepegawaian dan RT di bantu oleh
Petugas Harian PPID

Tugas PPID
1. PPID Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab:

» menghoordinasikan menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan
mengamankan informasi di masing-masing unit kerja;

« memberikan pelayanan informasi publik vang cepat, 1epat, dan sederhana;

+ menyiapkan bahan pengujian konsekuansi dan sengkela inlormasi;

= menerbitkan dafar informasi publik pada masing-masing unit kerja/unit
pelaksana teknis setiap bulan dan menyampatkannya kepada PPID Utama;

* menyiapkan bahan klasifikasi informasi dan/fatau pengubabannya;

* menyiapkan bahan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualian sebagai informasi publik yang dapat diakses;

* menyiapkan bahan pertimbangan tertulis alas satiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi bak setiap orang atas informasi publik;

#» melakukan koordinasi dalam hidang layanan informasi publik dengan PPID
Utama, dan;

»  membual lagaran ke PPIG Utama

2. PPID Pembantu Berlugas:

* PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan
sebragaimana dimaksud pada poin 1 (satul di a1as.

s Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan  pelayanan
tnformasi di lingkungan satuan kerjanya.

* Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani informasi publik
serta dokumentasi di satuan kerjanya;

= Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data danfatau informasi publik
yang diperoleh di satuan kerjanya;

+ Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang 1ermasuk
dalam kategori dikecualikan dari infermasi yang dibuka untuk publik yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;



Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip
statis maupun argp dinamis.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalom butiv 3 merupakan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokck dan fungsi di sawan
kerjanya, sedangkan arslp statis dan arsip dinamis merupakan arsip yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan;

Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tehapan sebagai
berikuk:

s« Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;

+ Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;

* Mendat informasi dan dokumen yang ditasillan;

»  Membuat dafiar jenis-jenis informasi dan dokumen.

Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi dan dokurnentasi, meliputi:

OrganisasifKelembagaan;

Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;

Sumber Daya Manusia {Struktural dan Fungsional};

Program dan Kepiatan;

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program
dan kegiatan;

Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi {TT);

Daftar informasl Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
Daftar tnformasi Yang Wajlk Divmumkan Secara Serta Mermna;

Daftar Informasi Yang Wajlb Tersedia Seliap Saat;

Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
infarmasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

Informasi bersifat publik

a. |nFarmasi bersifat terbuka yaitu informasi yang wajib dl sediakan dan
umumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

informasi yang wajib disediakan setiap saat;

d. informasi yang dikecualikan.

f




12. Pendokumntasian Informasi

Pendckumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan infarmasi,
catatan danfatau keterangan yang dibuat danfatau diterima cleh semua bagian
guna membantu PPID dalam melayani permintazn informasi. Pendokumentasian
informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundamg-undangan bidang
kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan BEPP
Kupang Tahapan dalam pendokumentasian informasi melipuni:

= Diskripsi informasi Setiap PPID Pembantu membuat ringkasan untuk masing-
masing jenis informasi

+ Verifikasi Informasi:
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

» Otentikasi Informasi:
Difakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh
setiap satuan Kerja.

» Kodefikasi Informasi:
1. Unfuk memparmudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan

kodefikasi

2. Metode pengkodean ditentukan cleh masing-masing Satuan Kerja

» Penataan dan Penyimpanan Informasi

11. Penyelesaian Sengheta Informasi
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

PPID yang akan menalak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentusn peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. PPID mempersiapkan daftar pemohon danfatau pengguna informasi yang
akzn ditolak

b, PPID mengadakan rapat knordinasi dengan melihaikan direktorat yang
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohanan diterima PPID

£. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalarmn berita acara yang
dilandatangani cleh seluruh peserta rapat

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemahon
infurmasi publik secara lertulis:

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon danfatau
pengguna informasi

b, PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan direktorat yang
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID

¢. Hasil keputusan rapat koardinast dituangkan dalam berita acara vang
ditandatangani oleb seluruh peserta rapat.

e. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik



Peryelesaian sengkata informasi

3. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengheta informasi

b. PPID menyusun kaiian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada
Atasan PPID

¢. Pada saat senpketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA,
maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa
infarmasi

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
HBAKAN KUPANG
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